LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA by Nabila, Chindy Sarah
i 
 
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
 
CHINDY SARAH NABILA 
8335145420 
 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
2016 
 
ii 
 
LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Nama   : Chindy Sarah Nabila 
Nomor Registrasi : 8335145420 
Program Studi  : S1 Akuntansi Alih Program 
Judul   : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Badan  
  Kepegawaian Negara (BKN) 
 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama kurang lebih dua bulan 
di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Praktikan ditempatkan di Biro Keuangan 
bagian perbendaharaan. Selama melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan 
tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing PKL di Biro Keuangan BKN 
seperti: Mencatat Pembukuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D), Menginput Data (Membuat Rincian Anggaran dan Biaya 
Pengadaan Alat Tulis Kantor), Mengklasifikasi dan Mengarsipkan SPM dan 
SP2D, Menginput data (Membuat Kwitansi Transport), Mengecek SPM dan 
SP2D di aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (0M SPAN). Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan banyak 
ilmu, pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan. 
 
Kata Kunci : Badan Kepegawaian Negara, SPM, SP2D, Online Monitoring  
        SPAN, ATK, Kwitansi Transport. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 Dalam era globalisasi ini banyak masalah yang timbul diberbagai 
kalangan, dan semua masalah muncul karena adanya perbedaan pendapat dan 
pandangan antara manusia satu dengan lainnya.  Dari sekian banyak masalah 
yang paling sering dihadapi adalah sulitnya mencari lahan  pekerjaan.  Setiap 
Universitas  diwajibkan untuk mendorong mahasiswa/i mereka untuk 
melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).  Kegiatan praktik ini 
dilakukan di berbagai Perusahaan/ Instansi milik Negara maupun Swasta 
guna untuk melatih keterampilan dan mental mahasiswa/i dilapangan. 
  Kegiatan praktik ini sangat menguntungkan mahasiswa/i karena dapat 
menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi.  Di samping itu, 
kegiatan praktik ini sangat berpengaruh sebagai salah satu syarat kelulusan 
untuk program studi S1 akuntansi.  
       Disamping sebagai salah satu syarat kelulusan, pelaksanaan PKL dapat 
memberikan keuntungan, karena keahlian yang tidak diajarkan diperkuliahan 
bisa didapat dalam pelaksanaan PKL ini, sehingga adanya PKL dapat 
meningkatkan mutu, dan kampus akan mendapat banyak informasi dari 
mahasiswa/i tentang bagaimana cara kerja di lembaga pemerintahan maupun 
swasta. 
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      Seluruh perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
dituntut menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten untuk menghadapi 
dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu,  mahasiswa/i perlu dibekali 
wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja. Dengan adanya kegiatan PKL, 
mahasiswa/i diharapkan mendapatkan bekal pengetahuan dan ilmu serta 
menjadi mahasiwa/i yang handal dan dapat mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh ke dalam dunia kerja sesungguhnya, serta mempunyai mental yang 
baik dan siap untuk bersaing di dunia kerja nantinya. 
       Dari pelaksanaan kegiatan PKL, mahasiswa/i  dituntut untuk cepat 
tanggap dalam menganalisis masalah yang ditemukan di tempat kerja.  
Kegiatan PKL  secara tidak langsung menggambarkan bagaimana situasi dan 
kondisi dalam dunia kerja sesungguhnya.  Dengan kegiatan PKL, 
mahasiswa/i harus mampu untuk menerapkan ilmu yang dimiliki untuk 
mengukur kemampuan dan menerapkan ilmu tersebut ke dalam dunia kerja 
nantinya, agar mahasiwa/i dapat menjadi tenaga kerja yang berkompeten.   
Dengan kegiatan PKL, mahasiswa/i  juga diharapkan dapat memperoleh ilmu 
yang  bermanfaat, pengetahuan yang baik tentang dunia kerja sesungguhnya, 
sehingga mahasiwa/i akan lebih siap untuk menghadapi  dunia kerja 
sesungguhnya. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud dari  kegiatan PKL yaitu: 
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a.   Mahasiswa/i mendapatkan informasi yang bermanfaat  tentang dunia 
kerja sesungguhnya sehingga mahasiswa/i mempunyai bekal untuk dunia 
kerja. 
b. Mahasiswa/i dapat menambah pengalaman dan wawasan serta mental 
yang baik untuk menghadapi dunia kerja. 
c. Mahasiswa/i mendapatkan bekal pengetahuan dan ilmu sehingga dapat 
mendorong mahasiwa/i untuk menjadi mahasiwa/i yang berkompeten. 
 
Adapun tujuan dari kegiatan PKL ini, yaitu  sebagai berikut: 
a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1,  Jurusan 
Akuntansi,  Fakultas Ekonomi UNJ. 
b. Menambah pengalaman dan informasi 
c. Meningkatkan motivasi mahasiswa/i agar siap untuk menghadapi dunia 
kerja. 
d. Menumbuhkan mental dan sikap  yang diperlukan oleh praktikan untuk 
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
e. Menambah kepekaan mahasiswa/i terhadap perkembangan dunia kerja. 
f. Menambah wawasan dan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan pada 
tempat dimana mahasiswa/i melaksanakan PKL. 
 
C. Kegunaan PKL 
1. Bagi Badan Kepegawaian Negara 
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a.  Dapat saling bertukar ilmu dan pikiran antara pegawai dan mahasiwa/i 
yang melaksanakan PKL. 
b. Menjalin hubungan yang baik antara mahasiwa/i dengan instansi serta 
Perguruan Tinggi. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat. 
 
2. Bagi Praktikan 
a. Mahasiswa/i memperoleh ilmu secara praktik dan dapat dijadikan bekal 
untuk menghadapi dunia kerja. 
b. Mendapatkan pengalaman yang akan membuat mahasiwa/i lebih berani 
dalam menghadapi persaingan dunia kerja. 
c. Membiasakan diri untuk belajar bertanggungg jawab dalam manajemen 
waktu dan pekerjaan. 
d. Melatih keterampilan berkomunikasi yang baik dan bersikap yang baik 
untuk menghadapi dunia kerja nantinya. 
 
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
      Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan serta 
mendapatkan banyak informasi mengenai sistem kerja di suatu instansi 
ataupun perusahaan.  Selain itu, FE UNJ akan lebih dikenal di dunia 
pekerjaan, dan dapat mengasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten. 
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D. Tempat PKL 
Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada: 
Nama Instansi :  Badan Kepegawaian Negara 
Alamat           :  Jalan Letjend Sutoyo no.12,  
             Cililitan Jakarta Timur, 13640 
Nomor Telepon  :    +62-21 8093008 
Fax            :   - 
Website :   www.BKN.go.id 
Dalam hal ini, praktikan memperoleh kesempatan untuk melakukan PKL 
di Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN merupakan salah satu instasi di 
lingkup pemerintahan.   
Dalam melakukan PKL di BKN, praktikan ingin mengetahui bagaimana 
sistem kerja di lingkup pemerintahan, khususnya BKN.  Diharapkan 
praktikan mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dan 
pengetahuan dari PKL di BKN ini, agar dapat memadukan antara teori 
dengan praktik  yang akan sangat berguna untuk menghadapi dunia kerja 
sesungguhnya. 
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E.   Jadwal Waktu PKL 
1.    Tahap Persiapan 
       Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan Keuangan (BAAK) 
yang di tujukan ke BKN.  Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh 
BAAK,  kemudian praktikan  melanjutkan menyerahkan surat permohonan 
PKL dengan memberikan langsung ke BKN, lalu praktikan menunggu kabar 
dari BKN tentang penerimaan PKL.  Setelah ada kesepakatan antara 
praktikan dengan bagian yang mengurusi PKL, surat diserahkan ke bagian 
Kepegawaian pada tanggal 3 September 2015.  Pada tanggal 9 September 
2015 BKN memberikan surat balasan dan menyetujui praktikan 
melaksanakan PKL di BKN.  
2.    Tahap Pelaksanaan 
       Dalam pelaksanaan PKL, praktikan melaksanakan kegiatan ini kurang 
lebih selama 2 bulan, dimulai sejak tanggal 14 September 2015 sampai 
dengan 30 Oktober  2015.  Adapun jadwal pelaksanaan PKL adalah sebagai 
berikut: 
Hari : Senin – Jumat 
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB 
3.   Tahap Pelaporan 
       Praktikan menyusun laporan kegiatan PKL sebagai salah satu  syarat 
kelulusan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
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Jakarta.  Praktikan mempersiapkan laporan PKL dimulai dari awal bulan 
Oktober dan selesai di bulan Desember 2015. Dalam proses penyusunan 
laporan PKL ini praktikan juga dibantu oleh Dosen Pembimbing yang sangat 
membantu praktikan dalam memberi masukan dan saran mengenai laporan 
PKL yang praktikan susun. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
1. Sejarah Umum Badan Kepegawaian Negara 
Menurut buku sejarah Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan 
website BKN (www.BKN.go.id) berikut ini cikal bakal terbentuknya 
BPHN: 
Setelah pemerintah Hindia Belanda bertekuk lutut kepada 
tentara Jepang dalam perang dunia II, tentara Jepang menyatakan 
bahwa semua pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda dengan 
sendirinya menjadi pegawai negeri pemerintah pendudukan Jepang. 
Pada masa itu tidak banyak pertambahan pegawai negeri, karena 
Jepang lebih memusatkan perhatiannya pada Jepang. 
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia 
menyatakan dan mengumumkan secara luas, bahwa segenap pegawai 
negeri bekas pemerintah tentara pendudukan Jepang menjadi pegawai 
negeri negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga 
menginstruksikan agar segenap pegawai negeri tetap menduduki 
posnya dan mengambil alih kekuasaan dari tentara Jepang. 
Pernyataan dan pengumuman pemerintah Indonesia  itu 
disambut oleh pegawai negeri dengan berbagai sikap. Ada yang 
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dengan spontan merebut kekuasaan di kantornya, ada yang bersikap 
ragu-ragu karena tidak mengerti keadaan, dan ada pula yang takut 
karena tentara Jepang secara fisik masih berkuasa dengan senjata yang 
lengkap. 
Sementara itu pada bulan oktober 1945, tentara sekutu bersama 
tentara Belanda mendarat dan menduduki kota-kota besar antara lain 
Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Padang dan 
Medan. Tentara sekutu disamping melucuti tentara Jepang juga 
berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia dan 
mendirikan pemerintahan di kota-kota yang didudukinya. Dalam 
keadaan yang demikian, pegawai negeri terpecah menjadi dua. 
Pegawai negeri yang berada didaerah-daerah pendudukan tentara 
sekutu ada yang menjadi pegawai negeri Belanda dan ada pula yang 
meninggalkan daerah pendudukan serta bergabung menjadi pegawai 
negeri kesatuan Republik Indonesia. 
Dari situasi  kepegawaian pada saat itu, sebagian pegawai 
negeri berada dibawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian 
lagi berada dibawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu 
menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu: 
Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP) yang dibentuk dengan peraturan 
pemerintah nomor 11 tahun 1948 tanggal 30 mei 1948, berkedudukan 
di ibukota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang 
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kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama 
pemerintahan juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk 
wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makassar. 
Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai 
(KUP) inilah yang menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara 
(BKN), sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal 
lahirnya Badan Kepegawaian Negara. Dienst Voor Algeme Personele 
(DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan 
Pegawai) yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia 
Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948 yang dikepalai oleh Mr. 
J.W.Van Hoogstraken dan berkendudukan di Jakarta. 
Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai 
kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya 
peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh 
seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Perdana Menteri. 
Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada 
masa itu adalah dikeluarkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn 
nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan 
golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang 
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pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 
65,- sebulan. Azas-azas peraturan penghargaan pengalaman bekerja 
mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti 
penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk 
menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah 
kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah 
sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama 
dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru. 
Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali 
dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-
1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji 
pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-
tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan 
kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan 
tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan 
dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya. 
Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang 
perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya 
diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk 
maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan 
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Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di 
Jakarta digabungkan menjadi satu. 
Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaan 
tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu 
Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan 
Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di Bandung. 
Peran aparatur pemerintah dirasakan semakin penting, sehingga 
pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, 
fungsi, tugas dan organisasi KUP yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah nomor 32 tahun 1950. Sesuai dengan tuntutan peran dan 
fungsi dalam membina kepegawaian, maka dengan peraturan 
pemerintah nomor 32 tahun 1972 nama KUP dirubah menjadi BAKN. 
Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan 
sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang 
berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada 
presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan 
mengembangkan administrasi negara dibidang kepegawaian. 
Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan aparatur pemerintah 
khususnya PNS, adalah dengan ditetapkan undang-undang nomor 8 
tahun 1974 tanggal 6 nopember 1974 tentang pokok-pokok 
kepegawaian. 
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Undang-undang nomor 8 tahun 1974 diharapkan dapat 
dijadikan landasan yang kuat untuk melaksanaan pembinaan PNS 
sebagai unsur aparatur negara yang dengan penuh kesetiaan dan 
ketaatan kepada negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan. Dengan keputusan Presiden nomor 
11 tahun 1984, kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi BAKN, diubah 
lagi dengan menambahkan jabatan wakil kepala BAKN. 
Dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 
tentang pemerintah daerah, untuk mendorong desentralisasi urusan 
kepegawaian kepada daerah maka dikeluarkan undang-undang nomor 
43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Atas dasar peraturan 
tersebut, nomenklatur BAKN diubah menjadi Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) dan dengan keputusan Kepala BKN nomor 
03/KEP/2000 tanggal 18 Januari 2000 dilakukan perubahan nama 
kantor wilayah menjadi kantor regional. 
Untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada 
PNS di daerah saat ini BKN telah mempunyai 12 kantor regional 
(kanreg), yaitu : kanreg I BKN di Yogyakarta, kanreg II BKN di 
Surabaya, kanreg III BKN di Bandung, kanreg IV BKN di Makasar, 
kanreg V di Jakarta, kanreg VI BKN di Medan, kanreg VII di 
Palembang, kanreg VIII BKN di Banjarmasin, kanreg IX BKN di 
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Jayapura, kanreg X BKN di Denpasar, kanreg XI BKN di Manado, dan 
kanreg XII BKN di Pekanbaru.  
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan 
kepegawaian, BKN menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan 
kepegawaian. Selain itu juga memberikan bimbingan atas pelaksanaan 
kebijakan yang ditetapkan. Begitu pula dalam melaksanakan fungsi 
manajemen melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan 
yang ada. 
Untuk menopang pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan 
keputusan kepala BKN telah pula dibentuk pusat analisis kebijakan 
manajemen kepegawaian dan pusat analisis pemberdayaan PNS. 
Demikian sekitar sejarah perkembangan organisasi BKN dari 
sejak berdirinya sampai saat ini. Dan dalam rangka reformasi 
kepegawaian, maka keberadaan BKN diharapkan akan dapat memberi 
dampak yang lebih bagi pembinaan PNS di Indonesia sebagaimana 
visi yang ditetapkan menuju PNS yang professional dan sejahtera. 
 
2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara  
a. Visi Badan Kepegawaian Negara yaitu Menjadi Pembina dan 
Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan 
Bermartabat Tahun 2025. 
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b.  Misi Badan Kepegawaian Negara yaitu : 
1) Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara. 
2) Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian. 
3) Mengembangkan Manajemen Internal BKN. 
c.  Misi BKN dalam Renstra 2010-2014 adalah: 
1) Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS. 
2) Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan  
perundang-undangan kepegawaian. 
3) Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian. 
4) Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian. 
5) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian. 
6) Menyelenggarakan manajemen internal BKN. 
 
B. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara 
Dalam suatu perusahaan atau instansi perlu adanya suatu struktur 
organisasi.  Dengan adanya struktur organisasi, maka semua bagian 
organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing, sehingga diharapkan dapat mendorong semangat kerja yang 
memungkinkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan hasil 
maksimal. 
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Tabel 2.1 Susunan Jabatan dan Nama Pegawai 
Jabatan Nama Pegawai 
Kepala BKN Bima Haria Wibisana 
Kepala Bagian Sekretariat Utama  Usman Gumanti 
Kepala Biro Keuangan Imas Sukmariah 
 
Sumber: www.bkn.go.id/profil/unit-kerja 
Badan Kepegawaian Negara memiliki Struktur Organisasi yang 
memiliki keterkaitan secara fungsional atas sistem kerja pada masing-
masing bagian. Struktur Organisasi BKN dapat dilihat di (lampiran 7) 
halaman 54. 
Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur organisasi BKN : 
1. Struktur Organisasi Pusat 
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara menggambarkan 
tentang kedudukan dan fungsi serta tugas pada masing-masing jabatan, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Kepala BKN; 
Kepala merupakan pejabat yang memimpin BKN dan bertugas 
menyiapkan kebijakan nasional, kebijakan umum sesuai dengan tugas 
BKN dan melakukan pembinaan teknis kepegawaian Badan Kepegawaian 
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Daerah serta Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan instansi 
dan organisasi lain. 
b. Wakil Kepala; 
Wakil Kepala merupakan seseorang yang bertanggungjawab 
langsung kepada kepala serta bertugas membantu kepala dalam membina 
dan mengembangkan administrasi BKN, mengkoordinasikan tugas Deputi 
dan Kepala Kantor Regional BKN. 
c. Sekretariat Utama; 
Sekretariat Utama nempunyai tugas mengkoordinasikan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi 
dan sumber daya di lingkungan BKN. 
Sekretariat Utama terdiri atas : 
a) Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga; 
b) Biro Keuangan 
c) Biro Kepegawaian 
d) Biro Umum 
e) Biro Hubungan Masyarakat 
d. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian; 
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Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan 
pengembangan kepegawaian. 
e. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan; 
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan 
pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian. 
f. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun; 
Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 
pengadaan, kepangkatan dan pensiun. 
g. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan, dan penyelenggaraan 
sistem informasi kepegawaian. 
h. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian; 
Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 
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pengawasan dan pengendalian peraturan perundangan-undangan di bidang 
kepegawaian. 
i. Pusat Penilaian Kompetensi PNS; 
Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah unsur 
penunjang tugas pokok BKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada kepala BKN dan secara administratif berada di bawah Sekretaris 
Utama. Pusat penilaian kompetensi PNS mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka 
pengembangan karier PNS dan melaksanakan konseling psikologi 
permasalahan kepegawaian. 
j. Inspektorat; 
Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada kepala BKN. Inspektorat mempunyai 
tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas 
rutin dan pembangunan di lingkungan BKN. 
 
C. Kegiatan Umum Badan Kepegawaian Negara 
1. Tugas Utama Badan Kepegawaian Negara 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas pokok 
membantu Presiden dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian 
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Negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia aparaturnegara 
yang professional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna melancarkan 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam 
melaksanakan tugas pokok tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut : 
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang 
kepegawaian. 
b. Penyelenggaraan  koordinasi identifikasi  kebutuhan  pendidikan  
dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian  pemanfaatan  
pendidikan  dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri 
Sipil. 
c. Penyelenggaraan  administrasi  kepegawaian  pejabat  negara  dan 
mantan pejabat Negara. 
d. Penyeleggaraan  administrasi  dan  sistem  informasi  kepegawaian  
dan mutasi kepegawaian antar  propinsi  dan Penyelengaraan  
koordinasi penyusunan norma standar dan prosedur. 
e. Penyelenggaraan  bimbingan  teknis  pelaksanaan  peraturan  
perundang-undangan  dibidang  kepegawaian  kepada  instansi  
pemerintah  dan Koordinasi kegiatan fungsional dalam 
pelaksanaan tugas BKN. 
f. Pelancaran kegiatan  instansi  pemerintah  dibidang  administrasi 
kepegawaian. 
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g. Penyelenggaraan pembianaan dan pelayanan administrasi umum 
dibidang perencanaan umum ketatausahaan organisasi dan tata 
laksana kepegawaian keuangan kearsipan persandian perlengkapan 
dan rumah tangga. 
h. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya dan 
perumusan kebijakan dibidangnnya untuk mendukung 
pembangunan secara makro. 
i. Penetapan sistem informasi dibidangnya. 
j. Pelaksanaan mutasi  kepegawaian  antar  propinsi, Perumusan  dan 
pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kepegawaian. 
k. Penyusunan norma standar dan prosedur kepegawaian negara dan 
pengendaliannya dan Penyusunan program kepegawaian  secara 
nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. 
l. Penyelenggaraan  administrasi  mutasi  kepegawaian  antar  
propinsi  serta perumusan standar dan prosedur mengena perencaan 
pengangkatan pemindahan pemberhentian  penetapan  pensiun  gaji 
tunjangan kesejahteraan hak dan kewajiban serta kedudukan 
hukum PNS. 
m. Penyelengaraan administrasi kepegawaian  secara nasional dan 
perencanaan  kebijakan  dan  pemantaun  pemanfaatan  pendidikan  
dan pelatihan struktural.Pengawasan dan pengendalian norma 
standar dan prosedur kepegawaian. 
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2. Kegiatan Umum Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara 
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
19 Tahun 2006 Pasal 26, Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan pengelolaan keuangan BKN. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Biro Keuangan menyelenggarakan 
fungsi sebagai pelaksanaan pengurusan keuangan, pembayaran, 
penggajian pegawai dan pelaksanaan tata laksana keuangan, verifikasi 
pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan pembukuan realisasi 
keuangan. 
Adapun tugas dari bagian perbendaharaan yaitu melaksanakan tata 
laksana keuangan. Sebagaimana dijelaskan pada peraturan kepala BKN 
pasal 34, fungsi biro keuangan bagian perbendaharaan yaitu melaksanakan 
pengolahan data SPP atau SPM dan melaksanakan pengujian serta 
penyiapan surat perintah membayar. Bagian perbendaharaan terdiri atas 
Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai, Subbagian Pengelola Belanja 
Lainnya  dan Subbagian Tata Usaha. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama kegiatan PKL di Badan Kepegawaian Negara selama kurang lebih 
dua bulan, praktikan ditempatkan di Biro Keuangan bagian perbendaharaan. Biro 
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengeloaan keuangan BKN Pusat dan 
pembinaan keuangan pada BKN Pusat serta Kantor Regional BKN, dalam 
melaksanakan tugasnya Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian 
pegawai; 
b. Pelaksanaan tata laksana dan pengolahan data keuangan; 
c. Pelaksanaan verivikasi akuntansi dan pelaporan, serta 
pertanggungjawaban keuangan BKN; 
d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembukuan 
perbendaharaan; 
Bagian keuangan membawahi tiga subbagian, yaitu Subbagian 
Perbendaharaan, Subbagian Verifikasi dan Subbagian akuntansi dan pelaporan.   
Masing-masing sub bagian tersebut memiliki tugas sebagai berikut : 
1. Bagian Perbendaharaan 
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Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
belanja pegawai dan belanja non pegawai serta pengendalian pegawasan 
pembukuan perbendaharaan, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan pengelolaan penggajian dan tunjagan pegawai; 
b. Penyiapan bahan pembinaan teknis pembayaran belanja lainnya; 
c. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi pada Biro Keuangan. 
Bagian Perbendaharaan memiliki beberapa Subbagian yang juga memiliki 
tugas untuk mendukung keterlasanaannya tugas dan fungsi Bagian 
Perbendaharaan, Subagian tersebut yaitu : 
1) Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai mempunyai tugas melakuan 
penyiapan pengolahan penggajian dan tunjangan, melakuakan 
pembayaran gaji dan tunjangan, serta pengendalian tata naskah gaji 
pegawai BKN Pusat. 
2) Subbagian Pengelolaan Belanja Lainya mempunyai tugas melakukan 
penyiapan, pengelolaan dan pembayaran keuangan dan belanja lainnya 
pada BKN Pusat. 
3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakuakn penerimaan, 
penggandengan dan pendistribusian serta penormaan surat secara manual 
maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta 
evaluasi dan pelaporan pada Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara. 
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2. Bagian Verifikasi 
 Bagian Verivikasi mempunyai tugas melakukan pengujian dokumen 
keuangan BKN Pusat, Bagian Verivikasi menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan pengolahan data keuangan BKN Pusat; 
b. Penyiapan bahan penguian dan penyiapan Surat Permintaan 
Pembayaran/Surat Perintah membayar BKN Pusat; dan 
c. Penyiapan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan 
pemeriksaan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan 
BKN. 
Bagian Verivikasi memiliki beberapa Subbagian yang juga memiliki tugas 
untuk mendukung keterlasanaannya tugas dan fungsi Bagian Verivikasi, Subagian 
tersebut yaitu : 
1) Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan 
Pembayaran/Surat Perintah Membayar, penyiapan Surat Perintah 
Membayar, veriikasi realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran yang terkait dengan belanja pegawai di lingkungan BKN. 
2) Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan 
Pembayaran/Surat Perintah Membayar, pengujian kontrak kerja dengan 
pihak ketiga, penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi realisasi 
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keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan 
belanja lainnya di lingkungan BKN. 
3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi 
dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan, Bagian 
Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan akuntansi keuangan BKN Pusat; dan 
b. Penyiapan bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi 
keuangan. 
Bagian Akuntansi dan Pelaporan memiliki beberapa Subbagian yang juga 
memiliki tugas untuk mendukung keterlasanaannya tugas dan fungsi Bagian 
Akuntansi dan Pelaporan, Subagian tersebut yaitu : 
1) Subbagian Penglahan Data Keuangan mempunyai tugas melakuakn 
penyiapan bahan pengolahan data Surat permintaan Pembayaran/Surat 
Perintah Membayar di lingkungan BKN Pusat, perencanaan metode 
pengolahan dan penyajian informasi data keuangan, pelaksanaan analisis, 
pengolahan, dan pengintegasian data keuangan. 
2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
akuntansi keuangan di lingkungan BKN Pusat. 
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3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pembinaan administrasi pengolaan keuangan dan pemeriksaan 
pertanggungjawaban realisasi keuangan serta pembuatan laporan 
pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN. 
Selama pelaksanaan PKL, praktikan ditugaskan dan diberi tanggung jawab 
untuk melaksanakan pekerjaan di bagian keuangan.  Hal ini sesuai dengan bidang 
studi yang telah dipelajari oleh praktikan, yaitu Akuntansi.  Pada saat melakukan 
kegiatan PKL, praktikan  diperbolehkan menggunakan fasilitas kantor yang 
tersedia diruangan kerja seperti alat tulis kantor, komputer, dan printer yang 
menunjang pelaksanaan kegiatan PKL di BKN. 
Secara umum berikut ini adalah tugas yang dilaksanakan praktikan selama 
PKL di bagian keuangan BKN: 
1.  Mencatat Pembukuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
2. Menginput Data (Membuat Rincian Anggaran dan Biaya Pengadaan Alat 
Tulis Kantor) 
3. Mengklasifikasi dan Mengarsipkan SPM dan SP2D 
4. Menginput data (Membuat Kwitansi Transport) 
5. Mengecek SPM dan SP2D di aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (0M SPAN) 
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B. Pelaksanaan Kerja 
        Pelaksanaan program PKL ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan, 
yaitu dimulai dari tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 
2015. Selama pelaksanaan PKL, praktikan mengerjakan semua tugas yang 
diberikan oleh para pegawai selama berada di BKN.  
 Tugas-tugas yang diberikan dalam rangka pelaksanaan PKL dapat 
memberikan gambaran secara umum mengenai kegiatan operasional instansi dan 
keterampilan yang harus dimiliki praktikan selama melaksanakan PKL.  Sebagai 
mahasiswa/i yang memiliki konsentrasi di bidang akuntansi, maka kegiatan PKL 
ini diharapkan agar praktikan dapat membantu Badan Kepegawaian Negara di 
bagian Keuangan dengan menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. 
Secara umum berikut ini adalah tugas yang dilaksanakan praktikan selama 
PKL di bagian keuangan BKN: 
1. Mencatat Pembukuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) Belanja Barang dan Belanja Pegawai 
  Praktikan mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan pembukuan SPM 
dan SP2D Belanja Barang dan Belanja Pegawai, dan tugas ini dilakukan secara 
manual.  Surat  Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM  adalah 
dokumen  yang  diterbitkan  oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM atau 
disebut  PPSPM  untuk  mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat 
Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah 
29 
 
 
 
yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Berikut ini 
merupakan langkah-langkah untuk melakukan tugas tersebut: 
a. Praktikan diberikan dokumen SPM dan SP2D Belanja Barang dan 
Belanja Pegawai. 
b. Lalu praktikan mencatat dokumen SPM dan SP2D Belanja Barang 
dan Belanja Pegawai ke dalam buku besar belanja barang dan 
belanja pegawai. 
c. Di dalam buku besar tersebut, pratikan mencatat dokumen SPM 
dan SP2D Belanja Barang dan Belanja Pegawai sesuai dengan 
nomor dan tanggal SPM dan SP2D Belanja Barang dan Belanja 
Pegawai. 
d. Kemudian,  praktikan mencatat pengeluaran yang ada dalam SPM 
dan SP2D tersebut. Pencatatan akun dan jumlah uang harus sesuai 
dengan pengeluaran yang ada dalam SPM dan SP2D Belanja 
Barang dan Belanja Pegawai. 
e. Lalu, praktikan menuliskan keterangan atas SPM dan SP2D 
Belanja Barang dan Belanja Pegawai sesuai dengan apa yang ada 
didalam SPM dan SP2D tersebut, misalnya untuk Belanja Barang 
yaitu pembayaran atas pembelian ATK, dan untuk Belanja 
Pegawai yaitu pembayaran uang makan pegawai. 
 
30 
 
 
 
2. Menginput Data (Membuat Rincian Anggaran dan Biaya Pengadaan Alat  
 Tulis Kantor) 
 Praktikan mempunyai tugas untuk membantu pegawai di bagian 
keuangan untuk menginput data. Dalam tugas ini, hal yang dilakukan praktikan 
yaitu seperti membantu para pegawai di bagian keuangan untuk membuat rincian 
anggaran dan biaya pengadaan alat tulis kantor. Berikut ini merupakan langkah-
langkah untuk membuat rincian anggaran dan biaya pengadaan alat tulis kantor: 
a. Praktikan diberikan data oleh pembimbing untuk di input ke dalam 
komputer. 
b. Buka Data Contoh Pengadaan Alat Tulis Kantor yang diberikan oleh 
pembimbing di Microsoft Excel. 
c. Masukkan nama kegiatan yang akan di buat rincian anggaran dan 
biaya pengadaan Alat Tulis Kantor, misalnya untuk kegiatan 
Sosialiasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Negara, Biro Keuangan 
Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2015. 
d. Buat Table/ kolom pada Rincian Anggaran dan Biaya Pengadaan Alat 
Tulis Kantor, lalu Masukkan nama barang, satuan (jumlah barang) 
serta harga satuan. 
e. Hitung Jumlah Harga dari barang yang sudah dibuat dalam rincian 
pengadaan Alat Tulis Kantor (per item barang). Jumlah Harga ini 
diperoleh dengan menggunakan rumus di Microsoft Excel, yaitu 
mengalikan Harga Satuan dengan satuan (jumlah barang). 
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f. Setelah itu, hitung jumlah harga keseluruhan dari barang yang sudah 
dibuat dalam rincian pengadaan Alat Tulis Kantor. Jumlah harga  
barang keseluruhan ini diperoleh dengan menggunakan rumus di 
Microsoft Excel, dengan menggunakan rumus “SUM”, yaitu 
menjumlahkan harga dari barang per item barang sehingga diperoleh 
hasil jumlah harga barang keseluruhan. 
 
3. Mengklasifikasi dan Mengarsipkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan  
 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
Praktikan mempunyai tugas untuk mengklasifikasikan dan mengarsipkan 
SPM dan SP2D. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam mengklasifikasikan 
dan mengarsipkan SPM dan SP2D: 
a. Praktikan diberikan dokumen SPM dan SP2D oleh pembimbing. 
b. Praktikan mengklasifikasikan SPM dan SP2D sesuai dengan kegiatan 
per biro, misalnya SPM dan SP2D Belanja Barang di pisahkan dengan 
SPM dan SP2D Belanja Pegawai.   
c. Setelah dokumen SPM dan SP2D tersebut dipisahkan, praktikan 
mengarsipkan dokumen tersebut sesuai dengan nomor SPM dan 
SP2D.  
d. Dokumen SPM dan SP2D di arspikan dari nomor SPM dan SP2D 
yang besar ke nomor SPM dan SP2D yang kecil. 
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4. Menginput Data (Membuat Kwitansi Transport) 
 Praktikan mempunyai tugas untuk membantu pegawai di bagian 
keuangan untuk menginput data. Dalam tugas ini, hal yang dilakukan praktikan 
yaitu seperti membantu para pegawai di bagian keuangan untuk membuat 
kwitansi transport. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat 
kwitansi transport): 
a. Praktikan diberikan data oleh pembimbing untuk di input ke dalam 
komputer. 
b. Buka Data Contoh Kwitansi Transport yang diberikan oleh 
pembimbing di Microsoft Excel. 
c. Masukkan Nominal Uang Transport yang akan diberikan kepada 
pegawai sesuai dengan data yang diberikan oleh pembimbing. 
d. Beri Keterangan di Kwitansi Transport untuk pembayaran biaya 
transport  dalam rangka melaksanakan kegiatan apa, misalnya Biaya 
transport kegiatan dalam kota sehubungan dengan tugas dinas ke 
Kantor Pusbang ASN dalam rangka koordinasi tentang pengadaan 
sarana prasarana gedung pusbang ASN, Pengadaan Disaster Recovery 
Center (DRC) dan Pengadaan tanah untuk Pusbang ASN. 
e. Buat Table/kolom pada kwitansi transport yang berisikan No, Nama / 
Nomor Induk Pegawai (NIP), Golongan, Unit Kerja, Jumlah Diterima 
dan Tanda Tangan. 
33 
 
 
 
f. Masukkan Nama Pegawai yang akan diberikan uang transport, beserta 
NIP, Unit Kerja serta Jumlah Diterima dalam kwitansi transport. 
 
5. Mengecek SPM dan SP2D di Aplikasi Online Monitoring Sistem  
 Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 
  Praktikan mempunyai tugas untuk mengecek SPM dan SP2D di aplikasi 
Online Monitoring SPAN. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara yang biasa disebut Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi 
yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan 
menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis 
web.  
 Aplikasi OM SPAN bisa diakses di alamat spanint.kemenkeu.go.id. Online 
Monitoring SPAN adalah Aplikasi berbasis web yang digunakan oleh 
Kementerian/Lembaga, Eselon I, Satuan Kerja, KPPN, Kantor Wilayah dan Unit 
lain di Kementerian Keuangan dalam rangka monitoring transaksi keuangan 
negara melalui SPAN. 
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, ada beberapa tahap yang harus 
dilakukan, yaitu: 
a. Persiapkan SPM dan SP2D yang mau di cek pada aplikasi online 
monitoring SPAN 
b. Buka browser (Mozilla Firefox, IE, Chrome, dll) 
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c. Masukan alamat: http://spanint.kemenkeu.go.id pada browser, maka 
akan muncul tampilan seperti berikut: 
 
d. Masukan username dan password, lalu akan muncul tampilan 
seperti dibawah ini: 
 
e. User dapat memilih menu yang berada di kiri atas seperti gambar 
berikut: 
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f. Pilih Modul Pembayaran pada Menu 
 Dalam hal ini, praktikan mengklik modul pembayaran pada menu, 
lalu pilih daftar SP2D untuk mengecek apakah dokumen SP2D yang ada, 
sudah terdaftar dalam aplikasi online monitoring span atau belum 
terdaftar. Role user yang dapat menggunakan menu ini adalah 
Administrator, Kanwil, KPPN dan Satker. Pada menu ini, user dapat 
memonitoring daftar dan setil SP2D per Satker.Berikut ini merupakan 
tampilan setelah mengklik menu modul pembayaran dan memilih daftar 
SP2D: 
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  Kemudian, praktikan mengklik filter pada tampilan, dan 
memasukkan nomor SP2D yang mau di cari, setelah itu klik ok, maka 
akan muncul nomor SP2D beserta nomor SPM dan kegiatan yang 
dilakukan, jika nomor SP2D tersebut sudah terdaftar. Jika belum 
terdaftar, maka dokumen SP2D tersebut diberi tanda dan dilaporkan 
kepada pebimbing PKL. 
 
C. Kendala yang dihadapi 
         Dalam pelaksanaan PKL ini praktikan pernah  mengalami kendala. 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan selama PKL berlangsung 
yaitu: 
a. Dalam melakukan pencatatan pembukuan SPM atau SP2D yang di 
lakukan secara manual, praktikan pernah melakukan kesalahan 
yaitu double pencatatan dalam pembukuan SPM dan SP2D. 
b. Dalam mengerjakan tugas menginput data, seperti membuat rincian 
anggaran dan biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK) serta 
membuat kwitansi transport praktikan pada awalnya kesulitan 
untuk mengerjakan tugas tersebut dikarenakan baru pertama kali 
praktikan membuat rincian anggaran dan biaya pengadaan ATK 
serta membuat kwitansi transport di BKN. 
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c. Praktikan baru pertama kali menggunakan aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM 
SPAN) sehingga pada awalnya praktikan cukup kesulitan dalam 
menggunakannya. 
d. Koneksi Internet atau server kantor sering mengalami gangguan 
sehingga pekerjaan yang praktikan lakukan kadang tertunda, karena 
sebagian besar data yang praktikan gunakan dalam menyelesaikan 
tugas menggunakan server kantor. 
 
 
D.   Cara Mengatasi Kendala 
         Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan melakukan beberapa cara, 
yaitu : 
a. Praktikan harus memeriksa kembali nomor SPM atau SP2D yang akan di 
catat dalam mengerjakan tugas ini, apakah sudah ada atau belum di 
dalam buku besar SPM dan SP2D, agar tidak terjadi kesalahan atau 
double pencatatan. 
b. Praktikan berusaha memahami dengan seksama tentang tugas yang 
diberikan, bertanya bila ada bagian yang tidak paham. Praktikan 
diberikan pengarahan dan bimbingan dari pembimbing PKL untuk 
menginput data seperti membuat rincian anggaran dan biaya pengadaan 
ATK serta membuat kwitansi transport dan diberikan contoh data untuk 
mengerjakan tugas tersebut.  
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c. Praktikan ketika mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi Online 
Monitoring SPAN melakukan tanya jawab dengan pembimbing PKL 
tentang cara menggunakan aplikasi Online Monitoring SPAN maupun 
mendownload dan membaca petunjuk tentang tata cara penggunaan 
aplikasi Online Monitoring SPAN. 
d. Dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan koneksi internet atau 
server kantor, apabila koneksi internet atau server kantor mengalami 
gangguan, praktikan melakukan diskusi tentang pekerjaan yang 
dilakukan atau meminta tugas lain yang tidak membutuhkan koneksi 
internet atau server kantor. 
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BAB IV 
KESIMIPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
  Dari uraian yang telah dirangkum berdasarkan data yang 
diperoleh pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka 
praktikan memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kegiatan PKL memberikan dampak positif bagi praktikan, 
karena praktikan dapat memperoleh tambahan ilmu, informasi, 
wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang sangat 
berguna untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya 
nantinya. 
2. Kegiatan PKL merupakan kewajiban yang harus dilakukan 
oleh mahasiswa/i Program Studi Sarjana (S1) sebagai salah 
satu syarat kelulusan.   
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu 
instansi di lingkungan pemerintahan. Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) mempunyai tugas pokok membantu Presiden 
dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian Negara 
dalam rangka terciptanya sumber daya manusia aparaturnegara 
yang professional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna 
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melancarkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan. 
4. Pratikan merasa nyaman dan tertolong dalam melaksanakan 
pekerjaan, hal itu dikarenakan sikap para karyawan di BKN 
yang ramah dan peduli pada mahasiswa/i yang melaksanakan 
PKL.   
5. Praktikan dapat mengetahui bagaimana sistem kerja instansi di 
lingkup pemerintahan dan juga mengetahui kegiatan-kegiatan 
yang ada dalam instansi, serta dapat meningkatkan 
kedisiplinan diri, baik dalam disiplin waktu maupun  disiplin 
kerja. 
 
B. Saran 
Setelah pelaksanaan PKL di BKN, adapun saran yang ingin  
praktikan sampaikan sebagai masukan, diantaranya yaitu: 
1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) 
a. Komunikasi antara Universitas dan BKN lebih 
ditingkatkan, agar pihak BKN dapat lebih mengenal  
kompetensi yang dimiliki  oleh mahasiswa/i. 
b. Pengawasan dan bimbingan dari Universitas lebih 
ditingkatkan lagi pada saat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di  perusahaan atau instansi pemerintahan terkait. 
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c. Menjalin komunikasi yang lebih intens dengan pihak BKN 
sehingga Universitas mempunyai hubungan baik dengan 
BKN. 
d. Adanya pengarahan dan bimbingan mengenai informasi 
yang  terkait dengan dunia kerja kepada mahasiswa/i sebagai 
bekal praktikan melaksanakan PKL. 
 
2. Badan  Kepegawaian Negara (BKN) 
a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat  dengan  mahasiswa/i yang melaksanakan PKL 
b. BKN hendaknya tetap memberikan kesempatan untuk 
mahasiwa/i yang berminat untuk melaksanakan PKL. 
c. BKN lebih meningkatkan kepedulian terhadap mahasiwa/i 
yang melaksanakan PKL  
 
3. Bagi Praktikan 
a. Praktikan perlu mempersiapkan diri secara fisik maupun 
mental sebelum pelaksanaan PKL berlangsung. Pembekalan 
ilmu pun perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan PKL  
berlangsung, yaitu dengan cara mempelajari kembali teori-
teori yang sudah praktikan dapat di bangku perkuliahan. 
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b. Praktikan perlu mengetahui pekerjaan atau tugas-tugas dan 
tanggung jawab yang ada untuk meminimalisir kesalahan-
kesalahan selama pelaksanaan PKL. 
c. Praktikan lebih teliti dalam melaksanakan tugas-tugas 
yang diberikan oleh pembimbing selama pelaksanaan PKL. 
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Sumber : Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Negara 
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Lampiran 10 
 
LOGO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 
 
 
 
 
Visi Badan Kepegawaian Negara: 
Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan 
Bermartabat Tahun 2025. 
Misi Badan Kepegawaian Negara: 
a) Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara. 
b)  Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian. 
c)  Mengembangkan Manajemen Internal BKN. 
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